BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya sedangkan Urusan
Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan
pembangunan daerah tersebut telah membagi urusan pemerintahan di
Provinsi Jawa Tengah menjadi 3 (Tiga) urusan dan 1 (Satu) fungsi penunjang
urusan pemerintahan, yaitu :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebanyak 6 (Enam) urusan yang terdiri
dari Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan
Kawasan  Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum  dan
Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebanyak 18 (Delapan belas)
urusan yang terdiri dari Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup;
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik;
Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

3. Urusan Pilihan sebanyak 8 (Delapan) urusan yang terdiri dari Kelautan
dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan
Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.



4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebanyak S5 (Lima) fungsi yang
terdiri dari Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; dan Fungsi Penunjang
Lainnya.

Ketiga urusan dan fungsi penunjang yang ada di Provinsi Jawa
Tengah tersebut telah diampu oleh masing-masing Organisasi Perangkat
Daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah yang salah satunya adalah urusan kepemudaan dan olahraga
dengan urusan pariwisata oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang
diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah.

Kepemudaan menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009
Tentang Kepemudaan adalah adalah berbagai hal yang berkaitan dengan
potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-
cita pemuda dan Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki
periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam
belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Memperhatikan stratifikasi usia
pemuda antara 16 - 30 tahun dapat dikatakan bahwa pemuda merupakan
kelompok usia produktif dalam artian bahwa mereka adalah kelompok
masyarakat yang memilliki potensi semangat dan tenaga serta kemampuan
skill dalam bekerja.

Penduduk wusia pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
berdasarkan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
2010 - 2025 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah sebanyak
7.938.970 jiwa yang terdiri dari 4.042.512 jiwa penduduk laki-laki dan
3.896.458 jiwa penduduk perempuan dari total jumlah penduduk Provinsi
Jawa Tengah sebanyak 34.257.865 jiwa atau sebesar 23,17%. Berdasarkan
data diketahui bahwa jumlah pemuda di Jawa Tengah yang hampir
mencapai seperempat dari total penduduk tersebut secara kuantitas
merupakan kelompok masyarakat potensial untuk diberdayakan dalam
rangka berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional. Besarnya
jumlah pemuda adalah sebuah peluang yang apabila dapat dikelola dengan
baik akan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan
peningkatan daya saing daerah dan nasional secara keseluruhan, namun
sebaliknya pengelolaan yang tidak baik terhadap potensi tersebut akan
menjadikan pemuda sebagai penghalang.



Tujuan pembangunan kepemudaan menurut Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah untuk terwujudnya
pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis,
bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan,
kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Kepemudaan
tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang
mempunyai fungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan
pengembangan kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keolahragaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahrgaan Nasional adalah segala aspek yang berkaitan
dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan,
pembinaan, pengembangan, dan pengawasan sedangkan Olahraga adalah
segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta
mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Kegiatan keolahragaan
tersebut mempunyai tujuan keolahragaan nasional yaitu untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia,
menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat
dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan
nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran
masyarakat saat ini merupakan tantangan dalam mencapai tujuan
keolahragaan nasional. Dewasa ini, banyak sekali masyarakat yang lebih
senang menggunakan kendaraan bertenaga mesin untuk berpindah dari
satu tempat ke tempat yang lain meskipun sebenarnya dapat dilakukan
dengan berjalan kaki. Perkembangan teknologi digital juga menjadi salah
satu penyebab menurunnya budaya berolahraga di masyarakat karena lebih
memilih berdiam diri dan bermain dengan gadget atau alat komunikasi yang
dimilikinya. Tujuan keolahragaan nasional selanjutnya adalah prestasi.
Prestasi olahraga merupakan sesuatu yang observeable dan measureable
mulai dari talent scouting sampai proses pembinaan disertai dengan upaya
mencermati para kompetitor, oleh karena itu prestasi tidaklah dapat dicapai
dengan jalan pintas, namun harus melalui proses yang panjang mulai
pemassalan dalam upaya pembudayaan olahraga, pembibitan termasuk
pemanduan dan pengembangan atlet berbakat sampai pembinaan dan
pengembangan prestasi. Budaya olahraga dapat terbina dengan baik apabila
ada persyaratan standar minimal yaitu tersedianya ruang terbuka untuk
berolahraga, tersedia tenaga olahraga, ada partisipasi aktif warga
masyarakat untuk olahraga secara teratur, dan tingkat kebugaran jasmani
masyarakat cukup memadai. Meski perkembangan keolahragaan sudah baik
namun masih juga terdapat beberapa permasalahan diantaranya kurang
terarahnya pembibitan, pembinaan dan pemanduan bakat atlet, lemahnya



kapasitas kelembagaan olahraga daerah, fasilitas sarana prasarana yang
terbatas dan belum membudayanya kebutuhan olahraga sebagai bagian dari
pola hidup sehat dikalangan masyarakat.

Kepariwisataan menurut Undang - Undang Nomor 10 tahun 2012
tentang Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan pengusahn sedangkan Pariwisata adalah berbagai
macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah. Kegiatan kepariwisataan tersebut mempunyai tujuan meningkatkan
kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; mengkomunikasikan DPP
dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan
bertanggung jawab; mewujudkan industri pariwisata yang mampu
menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan lembaga
kepariwisataan dan tata kelola pariwsata yang mampu mensinergikan
pembangunan destinasi pariwsata, pemasaran pariwisata dan industri
pariwisata secara profesional.

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintahan Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun Dokumen
perencanaan strategis untuk jangka waktu 2018-2023. Hal ini mengacu
pada pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas
Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh
Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan
Nasional tersebut menghasilkan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
3. Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

Berdasarkan dokumen perencanaan Pemerintah pusat tersebut
maka dipandang perlu untuk menyusun sebuah dokumen perencanaan di
tingkat pemerintah provinsi berupa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) sebagai manifestasi dari berbagai pikiran
segenap pemangku kepentingan di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode lima tahun, yang merupakan
penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan penyusunannya
berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional
dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD dan program
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kewilayahan. Sejalan dengan penyusunan RPJMD, dalam pasal tujuh
Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap OPD wajib untuk
mempunyai Dokumen Perencanaan yang disebut Renstra dengan memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra DISPORAPAR tidak terlepas dari sinergitas
antar dokumen perencanaan daerah baik secara vertikal dengan
perencanaan tingkat pusat atau Kementerian/Lembaga maupun secara
horisontal dengan perencanaan antara Organisasi Perangkat Daerah di
Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra DISPORAPAR mengacu dan
melakukan penelaahan pada perencanaan tingkat pusat Kementerian/
Lembaga yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata
dan Badan Ekonomi kreatif. Penelaahan dokumen perencanaan juga
dilakukan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023 kemudian
sinergitas dan rumusan strategi kebijakan pengembangan kepemudaan
olahraga dan pariwisata kedepan saling mendukung satu dengan lainnya.

Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas
Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi
Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950
Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4703);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan
Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 35);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Nomor 10);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0262 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun
2015-2019;
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31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 21).

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga

Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan pedoman bagi

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam

menyelenggarakan perencanaan program atau kegiatan serta pengganggaran

pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata Tahun 2018-
2023.

Adapun tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan,

Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah

untuk :

1.

Memberikan gambaran dan pedoman tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan pembangunan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata
Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai dalam kurun waktu S5 (lima)
tahun dari tahun 2018-2023.

Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan yang
dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan, Olahraga
Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.



3. Sebagai pedoman penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan
evaluasi pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis ini berdasakan Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan uraian sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Landasan
Hukum, Maksud, Tujuan dan Sistematika Penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas
Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang
telah dihasilkan pada pelaksanaan rencana strategis tahun 2013-
2018, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan
pada pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
dan mengulas hambatan — hambatan utama yang masih dihadapi dan
dinilai perlu diatasi.

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

Bab ini menggambarkan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Dinas, Visi, Misi dan Program Provinsi Jawa
Tengah, Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia, Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Renstra Badan
Ekonomi Kreatif serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan dari tujuan dan sasaran
jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan dari strategi dan arah
kebijakan jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023.



BAB VI

BAB VII

BAB VII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kepemudaan,
Olahraga Dan Pariwisata.

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Kepemudaan,
Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara singkat, harapan dan mimpi tentang hasil
pembangunan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Jawa
Tengah pada lima tahun mendatang.
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2.1

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah merupakan gabungan dari Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan
Pariwisata adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan
secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan, olahraga dan
pariwisata di Provinsi Jawa Tengah.

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga
Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73
Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan,
Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan
struktur organisasi DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

2.1.1. Tugas
Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang
Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
yang ditugaskan kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan
diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa

Tengah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan,
pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan
pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi
kreatif;
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2.1.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

- Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan,

keolahragaan,

pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan
pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi

kreatif;
- Pelaksanaan evaluasi

keolahragaan, pengembangan destinasi

dan pelaporan bidang kepemudaan,
pariwisata, pemasaran

pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata

dan ekonomi kreatif;

- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit

kerja di lingkungan dinas; dan

- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi DISPORAPAR sesuai
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan

Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun

2016 tentang Organisasi
Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA

PROVINSI JAWA TENGAH

Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan,

KABID PENGEMBANGAN
KEPALA BALAIPEMUSATAN
KABID PENGEMBANGAN KABID PEMASARAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEXRETAR'S KABID KEPEMUDAAN KABID KEOLAHRAGAAN bty ettt o et PENDIDIKAN DAN LATHAN
U OLAHRAGA PELAIAR
KASI PENYADARAN DAN KASI OLAHRAGA PENDIDIKAN KASI PENGEMBANGAN s SUEER
KASUBBAGPROGRAM | ™ pewgERDAVAANPEMUDA | ™| DAN OLAHRAGAPRESTAS! DAYATARIK WISATA Kanc s OATANANUSIAPARIISATA THhLEAA
KASI PENGEMBANGAN
KASI PENGEMBANGAN KASI OLAHRAGA REKREAS! KASI PENGEMBANGAN
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KEPEGAWAIAN KELEMBAGAAN PEMUDA piyrry USAHA PARMWISATA KELEMBAGAAN PARIWISATA PENGASUHAN

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
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JABATAN
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2.1.4. Tugas Dan Fungsi Jabatan

Berikut uraian tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa

Tengah :

1. Kepala Dinas

A.

Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan,
Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah.

Fungsi
Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana
dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan,
pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata
dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif;

- pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan,
pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata
dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif;

- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan,
keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata,
pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya
manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;

- pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh
unit kerja di lingkungan Dinas; dan

- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

A.

Tugas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas.
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. Fungsi

Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana

dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
Penyampaian bahan koordinasi dan penyusunan rencana
program dan kegiatan dilingkungan dinas;

Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di
lingkungan Dinas;

Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan
organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

Penyiapan bahan koordinasi pelaksanan sistem
pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi
dan dokumentasi;

Penyiapan bahan pengelolaan barang milik daerah /
kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Dinas;

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan
tugasnya;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai tugas dengan fungsinya.

1) Subbagian Program
Subbagian Program mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan
kegiatan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program
meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Program;

- Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan
penyusunan perencanaan program dan kegiatan di
lingkungan Dinas;

- Menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian
program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data
informasi di Bidang Program;

- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di lingkungan Dinas;

- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
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2) Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan Bidang Keuangan meliputi:
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Keuangan;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
keuangan di Lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di
bidang keuangan;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di
lingkungan dinas;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan

Kepegawaian, meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Umum dan Kepegawaian;

- menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di
lingkungan Dinas;

- Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di
lingkungan Dinas;

- Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan
aset di lingkungan Dinas;

- Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di
lingkungan Dinas;

- Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan
dokumentasi di lingkungan Dinas;

- Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan
ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;

- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

3. Bidang Kepemudaan
A. Tugas Bidang Kepemudaan
Bidang Kepemudaan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi
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dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang
penyadaran dan pemberdayaan Pemuda, Pengembangan
Kepemudaan dan Kemitraan dan kelembagaan Pemuda.

. Fungsi Bidang Kepemudaan

Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana
dimaksud, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang
penyadaran dan pemberdayaan Pemuda;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
Pengembangan Kepemudaan;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan,evaluasi dan pelaporan bidang
Kemitraan dan kelembagaan Pemuda; dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda
Seksi Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran
dan pemberdayaan Pemuda, meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda,;

- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan di bidang penyadaran dan pemberdayaan
Pemuda;

- menyiapkan bahan pembinaan pemuda dalam
peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian,
lingkungan hidup, sosial budaya, hukum iman taqwa,
ilmu pengetahuan dan teknologi;

- menyiapkan bahan peningkatan kapasitas moral dan
intelektual serta kemandirian;

- menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan
pencegahan bahaya destruktif, empat konsensus
dasar kehidupan berbangsa dan bernegara;

- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang
Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda; dan

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

16



2)

3)

Seksi Pengembangan Kepemudaan

Seksi Pengembangan Kepemudaan mempunyai
tugas melakukan npenyiapan bahan perumusan
kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan

Kepemudaan, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Pengembangan Kepemudaan;

- menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan
kebijakan di Bidang Pengembangan Kepemudaan,;

- menyiapkan bahan pengembangan kepemimpinan
pemuda tingkat madya, wirausaha muda dan pemuda
kader provinsi;

- menyiapkan bahan pengembangan pemuda pelopor
provinsi:

- menyiapkan bahan  pengembangan  kreativitas
pemuda:

- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan kepemudaan; dan

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan.

Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda

Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan
dan Kelembagaan Pemuda, meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda;

- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan di bidang Kemitraan dan Kelembagaan
Pemuda;

- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
pengembangan organisasi kepemudaan tingkat
Daerah dan organisasi kepramukaan;

- menyiapkan bahan  pemberdayaan organisasi
kepramukaan, penyusunan dan penerapan standar
teknis kelembagaan dan kemitraan Pemuda;

- menyiapkan bahan dan dukungan sarana dan
prasarana kepemudaan tingkat daerah provinsi;

- menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi
pemuda berprestasi tingkat Daerah;

- menyiapkan bahan penelitian dan pendapingan
kegiatan kepemudaan tingkat Daerah;
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- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan Bidang Kemitraan dan Kelembagaan
Pemuda: dan

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Keolahragaan

A. Tugas
Bidang Keolahragaan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang
Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Olahraga
Rekreasi dan Industri Olahraga dan Kemitraan serta
Pembinaan Kelembagaan Olahraga.

B. Fungsi
Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana
dimaksud, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, kordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, kordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga;

- pelaksanaan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi
Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga
Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, kordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga
Pendidikan dan Olahraga Prestasi, meliputi:
- menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang
Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi;
- mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang
Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga
prestau, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi
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2)

melalui festival dan kompetisi olahraga pendidikan
dan kompetisi olehraga prestasi tingkat Daerah;

- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
pengembangan berkala berbagai cabang olahraga
pendidikan dan olahraga prerstasi melalui proses
pemanduan, pembibitan dan pembinaan prestasi
dengan pemanfaatan;

- menyiapkan bahan penyusunan panduan dan
pelaksanaan teknis penyelenggaraan;

- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan
pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga
prestasi;

- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan dibidang olahraga pendidikan dan olahraga
prestasi; dan

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga

Rekreasi dan Industri Olahraga, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;

- mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang
Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;

- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
pengembangan Olahraga Rekreasi dan Industri
Olahraga;

- menyiapkan bahan olahraga rekreasi melalui layanan
olahraga massal dan ruang publik;

- menyiapkan bahan pengembangan industri olahraga
baik berupa barang maupun jasa;

- menyiapkan bahan  penyelenggaraan  olahraga
rekreasi (Sport Tourism), kejuaraan olahraga
perorangan (Sport Single) dan kejuaraan olahraga
kelompok (multi event) serta penyelenggaraan layanan
festival dan invitasi olahraga rekreasi;

- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
pengembangan olahraga tradisional dan layanan
khusus;
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- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri
Olahraga; dan

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga
Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan
Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, kordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di
Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan

Olahraga, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan
Olahraga;

- mengoordinasikan pelaksaanan kebijakan di bidang
kemitraan dan pembinaan kelembagaan olahraga;

- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan
pengembangan kemitraan dengan lembaga
keolahragaan;

- menyiapkan bahan  koordinasi stake holder
keolahragaan dan layanan khusus;

- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
kapasitas kelembagaan dan organisasi olahraga;

- menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi dan
srtfikasi bidang keolahragaan di tingkat Derah;

- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di Bidang Kemitraan dan Pembinaan
Olahraga;

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidangnya.

5. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

A. Tugas
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
dan pelaporan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata,
Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Pengembangan
Usaha Pariwisata.
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B. Fungsi
Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana
dimaksud, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pengembangan Destinasi Pariwisata;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pengembangan Kawasan Pariwisata;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pengembangan Usaha Pariwisata; dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang

Pengembangan Daya Tarik Wisata, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;

- menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan
di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;

- menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan
pengembangan daya tarik wisata;

- menyiapkan bahan pengembangan tentang daya tarik
wisata, penyusunan rencana pengembangan daya
tarik wisata;

- menyiapkan bahan pengelolaan pemanfaatan dan
pengembangan daya tarik wisata;

- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di Bidang Pengembangan Daya Tarik
Wisata; dan

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata
Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
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kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang

Pengembangan Kawasan Pariwisata meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;

- mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pengembangan Kawasan Pariwisata;

- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
pengembangan kawasan pariwisata;

- menyiapkan bahan pengembangan kawasan
pariwisata;

- menyiapkan bahan tata kelola pengembangan
kawasan pariwisata;

- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di Bidang Pengembangan Kawasan
Pariwisata:

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata
Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
Kebijakan, evaluasi dan ©pelaporan di Bidang
Pengembangan Usaha Pariwisata meliputi:
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata;
- mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan usah pariwisata;
- menyiapkan bahan, melakukan pembinaan dan
melaksanakan pengembangan usaha pariwisata;
- menyiapkan bahan pengembangan usaha pariwisata;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pemasaran Pariwisata

A. Tugas
Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pengembangan Pasar, Sarana Pemasaran dan Promosi.
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Fungsi

Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana

dimaksud, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pengembangan Pasar;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Sarana Pemasaran;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi di Bidang Promosi;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1)

2)

Seksi Pengembangan Pasar
Seksi Pengembangan Pasarmempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di Bidang Pengembangan Pasar, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Pengembangan Pasar;

- mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang
Pengembangan Pasar;

- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
pengembangan pasar;

- menyiapkan bahan dan menyusun data base
karakteristik pasar wisata;

- menyiapkan bahan dan menyusun  strategi
pemasaran pariwisata;

- menyiapkan bahan dan melakukan analisis pasar
dalam dan luar negeri;

- menyiapkan bahan dan melakukan pemetaan dan
pengembangan segmen pasar;

- menyiapkan bahan dan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di Bidang Pemasaran Pariwisata;

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sarana Pemasaran
Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di Bidang Sarana Pemasaran meliputi :
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Sarana Pemasaran;
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3)

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang
Sarana Pemasaran;

menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
kegiatan pemasaran sarana pariwisata;

menyiapkan bahan penyediaan dan pendistribusian
media informasi pemasaran pariwisata;

menyiapkan bahan dan melakukan penyelenggaraan
widyawisata pariwisata

menyiapkan bahan dan melakukan branding
pariwisata;

menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di bidang sarana pemasaran;

melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Promosi

Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di

Bidang Promosi meliputi:

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Promosi;

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang
Promosi;

menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
promosi di dalam maupun luar negeri;

menyiapkan bahan penyelenggaraan dukungan dan
partisipasi event pariwisata;

menyiapkan bahan sosialisasi dan melakukan
penerapan branding;

menyiapkan bahan tagline pariwisata;

menyiapkan bahan dan melaksanakan roadshow
destinasi pariwisata unggulan;

menyiapkan pelayanan informasi pariwiata;
menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di Bidang Promosi;

melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
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7. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif

A. Tugas

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pariwisata Dan ekonomi Kreatif mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata,
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dan
Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata.

B. Fungsi
Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana
dimaksud, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pariwisata Dan ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasikan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata,;

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pariwisatamelakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia Pariwisata, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pariwisata;

- mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata,;

- menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan
pengembangan sumber daya manusia pariwisata
lintas kabupaten/kota;

- menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi
sertifikasi kompetensi sumber daya manusia
pariwisata;
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- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata;

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi

Kreatif

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi

Kreatif meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif;

- mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi
Kreatif;

- menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan
pengembangan sumber daya ekonomikreatif lintas
kabupaten/kota;

- menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi
sertifikasi kompetensi sumber daya manusia ekonomi
kreatif;

- menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi dan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual ekonomi
kreatif skala Daerah;

- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya
Ekonomi Kreatif; dan

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata
Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata meliputi:
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata.
- mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang
Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata;
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- menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan
kerjasama dan hubungan antar lembaga;

- menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan
kebijakan dan program fasilitasi hak atas kekayaan
intelektual di bidang ekonomi kkreatif;

- menyiapkan bahan dan melakukan pemetaan kota
kreatif skala Daerah;

- menyipakan bahan dan melakukan fasilitasi sarana
prasarana kota kreatif;

- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan
Pariwisata; dan

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar
Kelas A

A.

Tugas

Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga
Pelajar Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas
dibidang pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar.

Fungsi
Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana
dimaksud, Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga

Pelajar Kelas A mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana teknis operasional kepelatihan,
pendidikan, pembinaan dan pengasuhan olahraga pelajar,
dan pengelolaan pengembangan sarana prasarana
kepemudaan dan olahraga;

- koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional
kepelatihan, pendidikan, pembinaan dan pengasuhan
olahraga pelajar, dan pengelolaan pengembangan sarana
prasarana kepemudaan dan olahraga;

- evaluasi, dan pelaporan di bidang kepelatihan, pendidikan,
pembinaan dan pengasuhan olahraga pelajar, dan
pengelolaan pengembangan sarana prasarana kepemudaan
dan olahraga;

- pengelolaan ketatausahaan; dan

- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
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1)

2)

Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan

teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang

ketatausahaan, meliputi:

- menyiapkan rencana teknis operasional di bidang
ketatausahaan;

- menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan
program dan kegiatan Balai;

- menyiapkan pengelolaan keuangan Balai;

- menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;

- menyiapkan pengelolaan kepegawaian;

- menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;

- menyiapkan pengelolaan pengembangan sarana
prasarana kepemudaan dan olahraga;

- menyiapkan kerja sama dan kehumasan;

- menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

- menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan
pelaporan Balai;

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Seksi Kepelatihan
Seksi Kepelatihan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana teknis

operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis

operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang

kepelatihan olahraga pelajar, meliputi:

- menyiapkan penyusunan rencana teknis
operasional di bidang kepelatihan olah raga pelajar;

- menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis
operasional dibidang kepelatihan olah raga pelajar;

- menyiapkan penyusunan program latihan jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang;

- menyiapkan seleksi penerimaan atlet dan
pelatih /asisten pelatih;

- menyiapkan  pelaksanakan tes dan evaluasi
terhadap perkembangan atlet;

- menyiapkan pelaksanakan tes kesehatan dan
psikologi;

- menyiapkan pelaksanaan analisa hasil pelatihan,
evaluasi program latihan dan  pertimbangan
promosi/degradasi;
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3)

- menyiapkan pelayanan penanganan cedera atlet
pelajar;

- menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang
kepelatihan;

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Seksi Pembinaan Dan Pengasuhan

Seksi Pembinaan Dan Pengasuhan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan
teknis operasional, evaluasi dan pelaporan dibidang
pembinaan dan pengasuhan olahraga pelajar, meliputi :

- menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional
di bidang pembinaan dan pengasuhan;

- menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis
operasional di bidang pembinaan dan pengasuhan;

- menyiapkan penyusunan program pembinaan dan
pengasuhan;

- menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan
pengasuhan;

- menyiapkan pengoordinasian pendidikan formal
dengan pemangku kepentingan (stakeholden)
pendidikan dan orangtua atlet pelajar;

- menyiapkan penyusunan konsumsi sesuai kebutuhan
standar gizi atlet pelajar dan pelatih cabang olahraga;

- menyiapkan pelayanan kesehatan atlet pelajar;

- menyiapkan pelayanan konseling atlet pelajar;

- menyiapkan pelaksanaan analisa hasil pembinaan
dan pengasuhan atlet pelajar;

- menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan dan pengasuhan atlet pelajar;

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
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2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi
Jawa Tengah

2.2.1. Sumber Daya Kepegawaian

Sumber Daya Kepegawaian berdasarkan eselon, selengkapnya
tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Eselon
NO ESELON JUMLAH
1 IT a 1
2 III a S
3 IV a 18
4 IVb 1
JUMLAH 25

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah (posisi Januari 2019)

Berdasarkan struktur organisasi Disporapar terdapat
25 jabatan struktural yang terisi dari jumlah total sebanyak
29 jabatan struktural yang tersedia. Untuk data lengkap pejabat
struktural yang ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yaitu terdiri dari Kepala Dinas pada
eselon II; Sekretariat, Kepala Bidang Keolahragaan, Kepala Bidang
Kepemudaan, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang
Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan ekonomi Kreatif, Kepala UPT
Balai Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar, pada eselon III;
serta Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum Dan
Kepegawaian, Kasie Penyadaran Dan Pemberdayaan Pemuda, Kasie
Pengembangan Kepemudaan, Kasie Kemitraan Dan Kelembagaan
Pemuda, Kepala Seksi Olahraga Pendidikan Dan Olahraga Prestasi,
Kasie Olahraga Rekreasi Dan Industri Olahraga, Kasie Kemitraan
Dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga, Kasie Pengembangan Daya
Tarik Wisata, Kasie Pengembangan Kawasan Pariwisata, Kasie
Pengembangan Usaha Pariwisata, Kasie Pengembangan Pasar, Kasie
Sarana Pemasaran, Kasie Promosi, Kasie Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pariwisata, Kasie Sumber Daya Manusia Ekonomi
Kreatif, Kasie Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata, Kepala Seksi
Tata Usaha, Kasie Kepelatihan, Kasie Pembinaan Dan pengasuhan
pada eselon IV.
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Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No Golongan Jumlah

1 | Sekretariat 64

2 | Bidang Keolahragaan 28

3 | Bidang Kepemudaan 20

4 | Bidang Pemasar